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bahwa dalam rangka upaya peningkatan
pengelolaan arsip-arsip daerah yang dapat
borfungsi dalam menun ¥ ang kelancaran
penyclenggaraan pemerintaban dan pem—
bangunan di Daerabh Tingkat 1L, maka perlu
dibetul Kantor Arsip Daerabg

bahwa sehiebungan dengan maksud huruf a
konsideran ini, periu menjabarkan tindak
tarnjut  Kepulusan Menteri  Dalam Negeri

Nomor 474 Tahun 1994 tentang Pedoman Pem—
bentukan Urganisasi dan Tata Ker3ja Kantor
arsip Daerah  Kabupaten/totamadya Daerah
Tingkat 11 dengan menetapkan FPembentukan
Drganisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip
Daerah FKotamadya Dacrah Tingkat [T Mojo-
kerto - dengan  menuangkannya dalam suatu
Peraturan Daerah.

Undang—undang Nomor 17 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukasn Daerah Kota Kec:l dalam
Lingkungan Propinci Jawa Timur / Jawa
Tengah/Jawa Barat;

Undang—undang MNomor 7 Tahun 1271 tentang
kKetentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32,
Yambahan Lembaran Meogara Bepublik  Indone-
=1a Nomar 29&4};

Undang~undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang
Pokok—pokok Pemerintahan di Daerah  (Lem-—
baran MNegare Republik Indonesia Tahun 1974
MNomor 38, Jambahan Lembaran Negara Re-
pubilik Indonesia Nomor 3031}

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok ~pokok tepegawalan {lLembaran Neqgara
Republik Indonecia Tahun 1974 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indone-
Z1a MNomor Z041):

Peraturan Pemerintab Nomor 34 Tahun 1979
tentang Ponvusutan Arsip (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1972 Momor 31,
Tambahan Loembaran Negara Republik Indone—
mia Momor 315155



Dengan Porosetujuan
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Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 1982
tentang Perubahan Hatas Wilayah Kotamadya
Dacrah  Tingkat II Moiokerto {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor
7, Tambiahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 3242);

Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor 3O
Tahun 1979 tentang Tala Kearsipan Departe-—
men Dalam Negerilg

Keputusans Monteori Dalam Neger:  Nomor &
Tahun i%88 fontang Prosedur Ponetapan
Produk-praduk Hukum di lingkungan Departe-—
ment Dalam Negeris

Keputusen Montoe! Pondayaqunaan  Aparatur
Negara MNomor 346 Tahun 1990 tentang  Angka
Kredit bogi Johatan Oroiparis;

Keputucan Menter i Dalam  Negeri Nomor a4
Tahurn 199% tentang Bentuk Peraturan Daerah
dan Peraturan Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Balam Negeri Nomor 97
Tahun 1993 tentang Pola Organisasi: Pome-—
rintabh Daerah dan Wilayah;

Keputusan Menteri Dalam Negori Nomor 314
Tohun 1994 tentang Pcodoman  Pembentukan
Organisasi dan  Tata Kerja EKantor Arsip
Dacrah Kabupaten/Kotamadya Daerah Ting—
kat Ilg

Surat Keputusan Menteri Dalam Neqeri Nomor
70 Tahun 1995 tentang Pembentukan 89 (enam
pulub sembilan} Kantor Arsip Daerah Kabu—
paten/¥otamadys Daerah Tingkat Ilj

Poeraturan Dacrah  Kotemadya [Docrah Ting—
kat IT Mojokerta Nomor 1 Tahun 19935 ten—
tang Organicasi dan Tate Kerja Sekrotariat
Kotamadya Uacrah dan Sekretariat Deowan
Perwakilan Rakvet Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Mojokertog

Dewan  Peorwakiian  Hakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat IT Mojokerto,

MEMUTUS KAN

. PERATURAN DAERAH KOTAMADYN DAERAH TINGKAT I
MDJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASL  DAN
TATA KERJA KANTOR ARSIP  DAERAH  KOTAMADYA
DAERMH TINGKNAT {1 MOJOKERTO.

BAnB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Palam Pereturan Dacrab ini yang dimaksud

dengan s



a. baerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat If
Mojokerto;

b. Pemcrintah Dacrah, adalah Pemerintah
Kotemadya Daerah Tingkat II Mojokcortos

c. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat i1,
adatah Walikotamadya Kepala Dacrah Ting-—
kat II Mojokerto;

d. Sekreoctarin Kotamadya Daerah, adalah Sekre-
taris ¥Kotamadya Daerah Tingkat 1@ Mojo-
kertos

e. Kepala Kantor frsip Daerah, adalab Kepala
Kanktar Nroip Daecrah  Kolamadya Daecrah
Tingkat 11 Moiokertos;

f. Kantor dArsip Daecrah, adalah Kantor Arsip
Daecrah RKotamadya Dacrabh Tingkat I Mojo-—
kertos

g. Kanteor Arsip, adalah wunit keorja yang
meny impan, merawat dan memusnahkan arsip—
arsip vang tidak lagi dipergunakan secara
langsung dalam pclaksanaan tugas;

h. Orsip, adalah naskah-naskah dinas  yang
dibuat dan diterima olch semua  satuan
organisasi dalam lingkungarni Pemor intah
Katamadya Daerah Tingkat X Moiokerto
dalam bentuk corak apapun, baik dalam
keadaan tunggal maupun berkelompok  untuk
pelaksanaan tugac.

BB II
PEMBEENTLIKAN KANTOR ARSIP DAERAH

Pasal 2

Dengan  Peraturan  Daerah  ini dibentuk
Organicasi dan Tata Kerja Kantor Nroip Dacrah
Motamadya Dacrah Tingkat I] Mojokerto.

BnA Il
KEDUDUKAN, TUBAS DAN FUNGSE

Pasal 3

(1) Kantor pfrsip Daerah, adalah Bnit Polaksana
Daerah (UPD) yang berada di bawah dan beor—
tangaung Jjawab kepada Walikotamadya Kcpala
pacrah Tingkat I1;

{2) Kantor Arsip Daerah dipimpin olch ceorang
kKepala yang sehari—hari sccara  administras
tif brerada dibawah koordinasi  Sekectarico
Kotamadya Daerah;



Pasal 4

Kantor AHArsip Daerah mempunyail tugan
melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kearsip-—
an di lIingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan
kebifaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II dan peraturan perundang-undangan
vanig bherlaku.

FPasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini1,
Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program dibidang
kcaroipan Daorah didasarkan pada kebijaksa—
naan HWalikotamadya Kepala Dacrah Tingkat II
dan sesual dengan  peraturan perundang—
undangan yang berlakug

. pengumpulan dan pengelolaan arnip in aktif
daerah di lingkungan Pemerintah Dacrahg

c. melakukan bimbingan kearcipen terbadap unit—
unit kerja di lingkungan Pemerintah Daecrah;

d. melakukan penilaian dan penyerahan Arsip
Statie Daerah kepada Arsip Nasional Republik
Indonecia sesual Peratur an Perundang-—
undangan yang berlakus

e. melakukan vrusan ketatausahaan.

B AB IV
ORGANISASI

FPanal &

(1) Susunan Organicasi Kantor Arsip Daerah
terdiri dari :

a. Kepala Kantor

b. Sub Bagian Tata Usahas;

C. Seksi Program dan Pengembangan;
d. Kelampok Jabatan Fungsional.

{2) Hagan Susunan {Organisasi Kantor firsip
Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran ini dan merupakan bagian vyang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daecrah
ini.

Pasal 7

Kepalaz Kantar Arsip Daerah mempunyal
tugas 3

a. memimpin Kantor Arsip Daerah sesuail  dengan
tugas dan fungsi Kantor Arsip Daerah g



b. melaksanakan tugas—tugas lain yang diberikan
oleh Walikoltamadyae Kepala Daerah Tingkat II
sesual dengan bidang fugasnya.

Pasal B
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempuNyal tugas
melaksanakan urusan surat menyurat, por—
lengkapan, rumab targga, kopegawalan,

kpuangan, menyusun program dan eovaluasl
Kantor Arsip Daerahg

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada
ayat (1) Pamal ini, Sub Bagian Tata Usaha
mempunyal fungoi :

a. penyiapan rencana dan program keraa:

h. penyiapan sSurat menyurat, porialanan
dinas, rumah tangqa, hubungan manyarakat
dan protokol;

c. pengelolaan administrasi keopegawaian,
keuangan, porlengkapan dan pcomeliharaans

d. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pacal 7

(1) Seksi: Proagram dan Pengembangan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan perenca
naan kegiatan Koarsiparn, perencanaan,
pengembangan pendidikan dan iatiban certa
ker ja=ama tcknik kocarsipans

(2) Untuk wmeoayelanggarakan tugas dimaksud pada
avat (13 Pa=zal ini, Sekoi Program  dan
Pengembangan mempunyal fungsi =

a. penyusunan dan poroncanaan kegiatan bim—
bingan kearsipan di desa/kelurahan dan
kecamatan untuk para arcsiparis:

b. penyusupan roncana dan pengembangarnt
peningkatan profesionalicme Arsiparis
melalui pendidikan dan Iatihan formal
gerta kedinasans

c. penyiapan bahan kerjasama teknik jar ing—
an informasi kearsipan dengan lembaga/s
badan arsip di dalam/luar nogoeris

d. penyiapan bahan untuk pelaksanaan  tugas
kelompok Jabatan Fungsional .-

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsionai mempunyal
Lugan mengembangkan, mengolah  dan melakukan
lapor an kocarsipan, menilai dan menyelekst arsip
certa melakukan peamgsyarakatan kcarsipan dan
pengembangan profesi.



Faoal Li

{1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas
sejumlabh tenaga Arsiparis dJdalam jabatan
fungsional;

(2} Kclompok Jabatan Fungsional dalam meiaksa—
nakan tugasnya berada dibawah dan ber-
tanggung Jjawab kcpada Kepala Kantor Arsip
Daevrahiz

{3) ¥elompok Jabatan fFungsional dikoordinie
oleh seorang tenaga Arsiparis yang senior
yang ditunjuk diantara tenaga Arsipar 15;

{4) Jumlah tenaga firsiparis sebagaimana dimak-=
sud pada avat (1) Pasal ini ditentukan
sosual dengan kebutuhan dan beban kerjas

(5) Jenjang tenaga Arciparis dimaksud pada avat
(2} Panal ini diatur berdasarkan peraturan
perundang-—undangan yang ber laku.

BAB V
TN T A KERJIA

Pasal 12

Dalam melakcanakan tugasnya Kepala
Kantor Arcip Dacrah, Kepala Sub Bagian, Kegpala
Seksi dan  Kelompok Jabatan Fungsicnal wajib
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integra-—
i dan sinkronisasi secara vertikal dan hori—
sortal dalam lingkungan Kepala Kantor Arsip
Daerah dan instanci  terkait scouai derigan
bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organicasi wajib
mengawasi bawahannya masing-masing, apabila
torjadi  ponyimpangan agar mengambil Langkah-—
langkabh yvang diperlukan sesuai dengan peraturcan
per undang-undangan yang ber 1aku.

Pasal 14

(1) Setiap pimpinan satuan arganisasi Jdalam
lingkunaan Kantor Arsip Daerah ber tanggqung
jawabh memimpin dan mengkoordinasikan  bawa-—
hannya masing-masing dan memberikan bimbing
an serta petunjuk bagi pelaksaraan tugas
bawahannvyas;

(2} Setiap pimpinan satuan vrganisasi wajib
mengikuti dan mematuhl petunjuk—petunjuk
dan ber targgung iawab kepada Kepala Kantor
Arsip Daerah serta meny iapkan dan menyam-
paikan laporan berkala tepalt pada waktunyas

{3) Setiap laporan yang diter ima dar i satuan
organisasi bawahannya wajib dioclah dan
dipergunakan cebagai bahan penyusJdnan
laporan kepada Kepata Kantor Araip Daerab.



Pasal 1%

Kepala 6Bub Bagian Tate Usaba, Kepala
Seksi  dan kKelompok Jabatan Fungoional menyam-—

paikan laporan kepada Kepala EKantor Arsip
Daerah.
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugasnya setiap

pimpinan satuan organisas: dibantu aleh satuan
kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing mengada-—
kan rapat herkala.

FPasal 17

Kantor Arsip Daerah mendapat pembinaan
tehnis dari Kantor Arsip Nasional  Republik
Indonesia.

B AB VI

FENGANGKATAN DAN PEMBERHEMT IAON
DALAM JABATAN

Paszl 18

{1) Kepala Kantor frsip Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala
Dasrah Tingkat II =etelah wmendapat per—
setujuan dari Bubernur Kepala Daecrah Ting-
kat I Jawa Timur :

(2} Kepala Sub Bagian Tata Usaba dan Kopala
Secksi Program dan Pengembangan diangkat dan
diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala
Dacrah Tinghat IT1 atas usul Kepala Kantor
Arsip Bacrah 3

(37 Pengangkatan dan  pemberhentian pemegang
Jjabatan fungoional dilakcanakan Cesual
dengan Peraturan Perundang—undangan yang
berlaku.

Pasal 19

{1} Jabatan Kepala Kantor Arcip Daerah tidak
boleh dirangkap ;

{2} Apabila Keopala Kantor Arsip Daerab ber -
halangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala
rantor Ar=ip Daerah dapat menuniuk Kepala
Sub Bagian atau Kepala Seksi untuk  me-
wakilinya.

B AB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Hrava penyelenggaraan Kantor Arsip
Daer ah dibebankan kcopada Anqggaran  Pondapatan
dan Helanja Daserah Kotamadya Dacrah Tingkat Il
Majokerto, serta subsidi atoau bantuan  dari
pemerintah atasan  dan lembaga lain diluar
Pomerintabh Daerah.



Paczl 21

Hal-hal vang boclum diatur dalam Poratur—
an Daerah ini sepanjang mengenal pelaksanaannya
akan diatur lchih lanjut oleh Walikotamadya
Kepala Dacrah Tingkat Il.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pacal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar sgtiap ovang dapat mengetahuinya,
memer intahkan pengundangan Poraturan Dacrah int
dongan pencmpatannvya dalam  Lembaran Daerah
Kotamadya Dacrab Tingkaot I Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Peobruari 1996
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